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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Pcrangkat Daerah

(SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) untuk periode S (lima) tahun yang disusun sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang memiliki nilai strategis dan penting, antara lain :

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi
pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama 5 (lima)
tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Manengah Daerah (RPJMD).

2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Pcrangkat Daerah
(SKPD)

3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi
Satuan Pengawas Internal (SPI) Satuan Kerja Pcrangkat Daerah
(SKPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan
tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan
sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Manengah
Daerah (RPJMD).

4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur
tingkat pencapaian kinerja kepala Satuan Kerja Pcrangkat Daerah
(SKPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan
kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD).

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan
penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis
operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi
program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi

pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana



Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam
mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang
telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor

4 Tahun 2016.

target

Keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2016-2021
tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Tahun
2016-2021 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan serta
mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacruh, sebagaimana

ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan
hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan
penganggaran.
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1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD
Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang
disusun oleh setiap SKPD dibawah koordinasi Dinas
Perhubungan Kabupaten Solok. Visi,misi, tujuan, strategi dan
kebijjakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka
mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan
dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati
dalam RPJMD

2. Keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L
Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita
untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang
tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk
mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN
untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

3. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota
Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra SKPD
juga harus disertai dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga
dimaksudkan wuntuk melihat program/kegiatan yang bisa

dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-

undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 194S;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

(95}



10.

Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur,Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamtahan Lembaran



13.

14.

15.

16.

17.

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tammbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Pereturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi
Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi
Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (L¢mbaran Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);



18.

19;

20;

21

22.

23.

1.3.

Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun
2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 2
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran
Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021

Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik
dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Dacrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Solok Nomor 45 Tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata

kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk
menyatukan visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar
dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama,
dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta
kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan
Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah :
1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya tahun 2016-

ZO2E

2 Mewujudkan visi dan misi Kabupaten Solok tahun 2016-
2021.

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
tahunan.



1.4, SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-

2021, terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu;

BAB 1

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang,
pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD
dengan RPJMD, keterkaitan Renstra SKPD dengan
Renstra K/L dan Propinsi, landasan hokum, serta maksud

dan tujuan.

GAMBARAN PELAYAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan
struktur SKPD, sumberdaya yang dimiliki dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya (sumber daya
manusia dan asset), capaian-capaian program prioritas
yang telah dihasilkan melalui renstra periode sebelumnya,
capaian program yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD priode sebelumnya, serta mengulas
Kekuatan, peluang, hambatan-hambatan utama dalam

pencapaian visi dan misi kedepan.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI.

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi,
misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun
2016-2021 dan telaah Renstra SKPD dalam RPJMD
Telaah Kebijakan K/L/Propinsi dan telahaan RTRW dan

penentuan isu-isu strategis.



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka

menengah, strategi dan kebijakan SKPD

BABV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
SKPD dalam lima tahun mendatang scbagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD.

BAB VII PENUTUP



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang memiliki nilai strategis dan penting, antara lain :

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi
pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama S (lima)
tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Manengah Daerah (RPJMD).

2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)

3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi
Satuan Pengawas Internal (SPI) Satuan Kerja Pcrangkat Daerah
(SKPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan
tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan
sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Manengah
Daerah (RPJMD).

4.Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur
tingkat pencapaian kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan
kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD).

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan
penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis
operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi
program dan kegiatan sectiap urusan bidang dan/atau fungsi

pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana

Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam
mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang
telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor
4 Tahun 2016.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2016-2021
tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Tahun
2016-2021 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan serta
mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan

hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan
penganggaran.
Gambar 1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
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1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD

Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang
disusun oleh setiap SKPD dibawah koordinasi Dinas
Perhubungan Kabupaten Solok. Visi,misi, tujuan, strategi dan
kebjjakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka
mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan
dalam RPJMD yang scjalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati
dalam RPJMD

2. Keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L

Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita
untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang
tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk
mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayal dcngan dana APBN

untuk pelaksanaan program dan kegiatan di dacrah.

3. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra SKPD
juga harus disertai dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga
dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa

dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-

undangarn sebagai berikut :

L

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 295);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

el



10.

Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur,Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3678);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indoncsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran



13.

14.

15,

16.

i 8

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedomi  Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah b berapa kali, terakhir dengan Pereturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturin Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedomii» Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peratur: v Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksuiiinn Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanian Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republils Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturii. Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang iencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi

Sumatcia Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi

Sumatc: . Barat Tahun 2005 Nomor 7j;

Peratu: i Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005
tentany, cncana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupuicnn Solok  Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah

Kabupiticn Solok Tahun 2005 Nomor 28);



I3,

19.

20,

21

22,

23.

1.3.
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Peratu:

tentan:
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keduc:
kerja |’

MAK:

meny:..
dapal
dalam

kegiu i

Renciu
i

daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun

71 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);

Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015

~istem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran

cmbaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor
han Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
.ibupaten Solok Tahun 2016 - 2021
- Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik
tur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016

“mbentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Bupati Solok Nomor 45 Tahun 2016 tentang
11, susunan organisasi, tugas dan [ungsi, serta tata

5 Perhubungan Kabupaten Solok.

JAN TUJUAN

ma  Strategis disusun dengan maksud untuk
N visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar
rja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama,
myusun rencana dan pengendalian program serta
nbangunan di Kabupaten Solok.

igkan tujuan yang hendak dicapal dalam penyusunan
rategis Tahun 2016-2021 adalah :

sal  pedoman dan acuan bagi aparatur dalam

lankan tugas pokok dan fungsinya tahun 2016-

juadkan visi dan misi Kabupaten Solok tahun 2016-

-ai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

L lig



1.4. SISTE!M -

2021, -

BAB I

BAB II

BAB II!

'IKA PENULISAN

m penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-

"1 dari 7 (tujuh) Bab yaitu;

'DAHULUAN

ngemukakan secara ringkas tentang latar belakang,

vertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam

~elenggaraan pembangunan daerah, proses

v vusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD

«an - RPJMD, keterkaitan Renstra SKPD dengan

istra K/L dan Propinsi, landasan hokum, serta maksud

tujuan.

!BARAN PELAYAN SKPD

.iuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan
ktur  SKPD, sumberdaya yang dimiliki dalam
celenggaraan tugas dan fungsinya (sumber daya
‘usia dan asset), capaian-capaian program prioritas

. tlelah dihasilkan melalui renstra periode sebelumnya,

alan - program  vang telah dihasilkan = melalui

xsanaan RPJMD priode sebelumnya, serta mengulas
latan, peluang, hambatan-hambatan utama dalam

ripaian visi dan misi kedepan.

-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
1GSI.

uat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan
» pokok dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi,
dan program Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun
-2021 dan telaah Renstra SKPD dalam RPJMD
v Kebijakan K/L/Propinsi dan telahaan RTRW dan

nluan isu-isu strategis.



BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII PEN

‘1, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
JIJAKAN

iwat visi dan rmisi, tujuan dan sasaran jangka

cngah, strategi dan kebijakan SKPD

CANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
:RJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

-KATIF

‘uat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

mpok sasaran dan pendanaan indikatif

KATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
JAN DAN SASARAN RPJMD

- bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang
w1 langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
) dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
< mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

1D.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dinasperhubungan sebagaimana fungsinya adalah instansi
pelaksana tekhnis urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan.
Atas dasar fungsi tersebut maka kinerja Dishub tidak akan terlepas dari
penyelenggaraan  urusan  wajib  daerah  yakni penyelenggaraan
urusanperhubungan.Penjabaran dari [ungsinya di atas, Dishub
menyelenggarakan beberapa  fungsipenjabaranyaitu fungsi pelayanan,

fungsi pengaturan dan fungsi pecngawasan.

2. 1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DISHUB
Sebagai salah satu institusi pcmerintah yang ada dan berperan
sebagai pengayom masyarakat, Dishub memiliki fungsi pelayanan
dan pengayoman terhadap masyarakatnya, khususnya bagi
masyarakat Kabupaten Solok. Berikut pelayanan yang diberikan
dan dilakukan oleh Dishub terhadap masyarakat dan daerah :

a. Penerbitan dan pengelolaan perizinan operasinal angkutan
orang/barang milik masyarakat;

b. Penerbitan dan pengujian kelayakan operasional kendaraan
angkutan orang/barang milik masyarakat;

c. Pengaturan dan pengelolaan sarana-prasarana perparkiran,
dcermaga dan terminal;

d. Pengamanan fasilitas umum dan fasilitas pemcriniah terkait
dengan berlalu lintas;

e. Pelaksanaan kajian dan rumusan pengembangan manajemen
lalu lintas, jaringan transportasi local darat, sungai dan
danau;

. Pcngamanan sctiap acara-acara daerah termasuk acara
masyarakat yang dinilai perlu dan harus dilakukan
pcngamanan;

g. Penerbitan dan pengelolaan perizinan terkait dengan kegiatan

usaha trenportasi;



h. Penyediaan fasilitas public dalam mengakses perizinan secara
mudah, cepat dan murah.
1. DH.

Disamping pelayanan sebagaimana tersebut di atas, banyak
pelavanan lainnya yang berdampak langsung maupun tidak
langsung terhadap masyarakat juga diselenggarakan sccara baik
dan professional dan tidak kalah pentingnya juga pelayanan
internal aparatur sebagai wujud kepedulian dalam upaya

mewujudkan sumberdaya yang optimal dan professional.

STRUKTUR ORGANISASI

Dinas perhubungan, (dishubkominfo) dibentuk dengan
Peraturan Dacrah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Perbup No 46
Tahun 2016tentang kedudukan dan susunan Organisasi tugas dan

fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

(1) Dishub merupakan unsur pclaksana tekhnis urusan pemerintah
daerah di bidang perhubungan;

(2) Dishub mempunyai tugas melakukan penyusunan sckaligus
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan,;

fungsi Dishub:

—~
]
—

a. Pcrumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan
tugas di bidang perhubungan:

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
dan

d. Penvelenggaraan kajian / risct tckhnis untuk mendukung
tugas di bidang perhubungar;

c. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

10



Dishub dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah.

B.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi -

19

penyusunan  program dan anggaran meliputi penyusunan
Renstra, Renja dan RKA;

penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi
kctatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum,
organisasi dan hubungan masyarakat; dan

penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang
mcliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang
milik dacrah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan,

monitoring dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
o o

2. Sub Bagian Pcrencanaan dan Keuangan.

ra

ian Tugas

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah

data dan informasi, pctunjuk teknis yang berhubungan
dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan

kepegawaian sebagai pedoman kerja;

bh. menginventarisasi permasalahan  yang berhubungan

d.

dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan
kepegawaian scerta menyviapkan bahan untuk pemecahan
masalah;

menyusun program dan keglatan dengan berpedoman
kepada Renstra;

mengusulkan pejabat pengelola keuangan;

11



C.

f'ﬁ

menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa
dan pengelolaan barang milik daerah;

mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan
kepustakaan;

melaksanakan administrasi, penggandaan dan
pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan
dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawiian, data dan
bahan serta keprotokoleran:

menyiapkan dan  mclaksanakan  urusan hukum,
organisasi dan hubungan masyarakat;

mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar
Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai, formasi
kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, kartu istri/kartu
suami dan kartu TASPEN, tugas belajar, izin belajar,
pendidikan  dan  pelatihan (Diklat)  struktural dan
fungsional;

menyviapkan bahan pcmbinaan  dan pengembangan
sumber daya aparatur;

menyiapkan dan mcenyampaikan  bahan  pemberian
penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin
(punishment);

melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
menjaga dan memclihara kebersihan, ketertiban,
keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan
kecamanan kantor; dan

melaksanakan tugas Lkedinasan lain yang diberikan

atasan.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

.

cl,

menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah

data dan informasi, pctunjuk teknis yang berhubungan

12



dengan perencanaan, keuangan, monitoring, evaluasi dan
pclaporan sebagai pedoman kerja;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan perencanaan, keuangan, monitoring, evaluasi dan
pclaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan
masalah;

¢c. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman
kepada Renstra;

d. menyiapkan data statistik;

¢. menghimpun, mengoordinasikan dan menyingkronkan
perencanaan satuan kerja;

[.  melaksanakan pcnitausahaan keuangan dan
perbendaharaan;

g. melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan;

h. menyviapkan laporan kcuangan;

i.  melaksanakan monitering dan evaluasi pelaksanaan
keglatan;

J. mengumpulkan, mcenghimpun, mengoordinasikan dan
membuat laporan kemujuan pelaksanaan kegialan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

alasan.

II. Bidang Lalu Lintas
A. Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja
bidang lalu lintas;

. aelaksanaan koordinas: dan kerja sama biik  dinas
maupun  dengan lembaga/instanst terkait dibidang
pengendalian operasional. pernbinaan, pengawasan  dan

rekavasa lalu lintas;

13



. pelaksanaan kajian tekms terkait lalu lintas seperti

Analisis Dampak Lalu Linias (ANDALALIN);

¢ perumusan dan permasalahan data yang berkaitan dengan

perlengkapan jalan/fasilitas LLAJ; dan

? pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang lalu lintas.

B. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :

1. Seksi Pengendalian dan Operasional; dan

2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

C. Uraian Tugas

1. Scksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas :

a.

d.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, petunjuk tcknis, data dan informasi serta
bahan lainnya sebugui pedoman dan landasan kerja:
menginventarisasi  pcrmasalahan  dan menyiapkan
bahan pctunjuk pemccahan masalah;

menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman
kepada Renstra:

mclaksanakan pengamanan acara kepala dacrah dalam
wilayah kabupaten solok dalam hal lalu lintas dan
perparkiran;

memberikan peng.amm];m khusus acara lainnya dalam
hal lalu lintas dan perparkiran;

memberikan pengamanan lalu lintas dan keselamatan
masyarakat dalam berlalu lintas pada fasilitas-fasilitas

umum seperti pasar, sckolah dan perkantoran;

14



£

h.

meloksanakar koordinasi dan kerja sama Laik dinas
maupun dengan lembova/instansi terkail perigendalian
dan opnerasional:

melaksanakar  pembinaan, penertiban, pengawasan,
sertie penindakan pelinegaran lalu lintas;
melaksanakan  monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan: dan

mclaksanakan tugas kedinasan  lain yang diberikan

atasan.

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai

b.

d.

tugas :

menghimpun  dan mengolah  peraturan perundang-
undangan, petunjuk tcknis, data dan informasi serta
bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
menginventarisasi  permasalahan dan menyiapkan
bahan pctunjuk pemecahan masalah;

menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman
kepada Renstra;

melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas yang
meliputi - pengaturan, rekayasa lalu lintas, dan
pengawasan lalu lintas;

melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang
berkaitan dengan kinerja lalu lintas pada jaringan atau
ruas jalan dan persimpangan;

melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang

berkaitan dengan perlengkapan jalan;



g. memberikan kajian-kajian teknis tentang manajemen
rckayasa lalu lintas seperti kajian analisis dampak lalu
lintas:

h. memberikan permohonan dispensasi kelas jalan,
pengusulan peningkatan dan atau perbaikan kondisi
jalan  kepada Bupatu melalui Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

i. meclaksanakan monitoring, cvaluasi dan  pelaporan
kegiatan; dan

j-  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

atasan.

ITII. Bidang Angkutan

A. Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

e perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja
bidang angkutan;

e pelaksanaan Kkerjasama, pembinaan dan pemberdayaan
dengan awak jasa angkutan; dan

e pelaksanaan  pelaporan, monitoring dan  cvaluasi

pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan jasa angkutan.

B. Bidang Angkutan terdiri dari :

1. Seksi Angkutan Darat; dan

2. Seksi Angkutan Danau.

C. Uraian Tugas

1.Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas :

16



d.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta
bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan pctunjuk pemccahan masalah;

menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman
kepada Renstra;

merumuskan  rencana  trayek angkutan pedesaan,
barang dan khusus;

membual  pengaturan, pembinaan dan pengendalian
usaha jasa angkutan masyarakat;

melakukan pembinaan jaringan kemitraan
perhubungan termasuk dengan awak angkutan;
memberikan pelayanan dan pembinaan perizinan jasa
angkutan darat;

mcengumpulkan dan pengolahan data yang berkaitan
dengan pelayanan angkutan darat;

memberikan kajian-kajian teknis mengenai angkutan
seperti - kajian  tarif,  kelayakan [inansial angkutan
umum, kajian pengembangan trayek baru;

melakukan eveluasi berkaitan dengan pelayanan jasa
angkutan orang;

mclaksanakan monitoring, evaluasi dan pclaporan
kegiatan; dan

meclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

atasan

Seksi Angkutan Danau mempunyai tugas :

menghimpun dan  mengolah peraturan perundang-
undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta

bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

17



b. menginventarisasi pcermasalahan dan menylapkan
bahan petunjuk pcmecahan masalah:

¢. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman
kepada Renstra;

d. merumuskan rencana umum jaringan angkutan
danau;

¢. menclapkan alur pelavaran;

. melaksanakan pengaturan, pembinaan dan
pengendalian usaha jasa angkutan danau;

g. melakukan pembinaan jaringan kemitraan
perhubungan termasuk dengan awak angkutan danau;

h. mclaksanakan pelayunan dan pembinaan perizinan
Jasa angkutan danau;

i. mclaksanakan monitoring, ecvaluasi dan pclaporan
kegiatan; dan

J. meclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

atasan.,

IV. Bidang Keselamatan

A. Bidang Kesclamatan mempunyai fungsi :

6.

pclaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana perhubungan,;

polaksanaan koordinast don kerja sama baik dinas maupun
dengan lembaga/instans:  terkait bidang kesclamatan
sarana dan prasarana perhubungan;

pelaksanaan kajian tcknis terkait sarana dan prasarana
perhubungan;

penyvusunan rencana dan program di bidang kesclamatan:
pelaksanaan audit kesclamatan dan analisis kecelakaan:
can

pemberian penyuluhan keselamatan transportasi.

C. Bidang Keselamatan terdiri dari :

18



4 3

1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan

2. Seksi Keselamatan dan Penyuluhan,.

D. Uraian Tugas

1. Scksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

a.

b.

d.

h.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangarn, petunjuk tcknis, data dan informasi serta
bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan pctunjuk pemccahan masalah;

menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman
kepada Renstra;

menetapkan  petunjuk teknis lingkup sarana dan
prasarana pernubungan;

meiaksanakar koordinasi dan kerja sama laik dinas
maupun  dengan lembaga/instansi  lerkait  dibidane
pengembangan sarana dan prasarana perhubungan;
melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana perhubungan;

mengumpulkan, mengolah data dan melaksanakan

kajian  teknis  terkait sarana dan prasarana

perhubungan;
melakukan pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor

(PKIB3) dan teknik rekoy asa kendaraan:

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan; dan

meclaksanakan tugas kedinasan  lain yang diberikan

altasan.

2. Seksi Keselamatan dan Penyuluhan mempunyai tugas :
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a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta
bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisasi permasalahan  dan menyiapkan
bahan petunjuk pemcecahan masalah;:

¢. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman
kepada Renstra;

. menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis
keselamatan transportasi;

¢. menyusun  dan menyiapkan  modul  penyuluhan
keselamatan dan kebijakan transportasi;

. meclaksanakanaudit keselamatan dan analisis
kecelakaan;

g mclaksanakan penvulihan keselamatan dan kebijakan
transportasi;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Gambar II.1 Struktur Organisasi Pada Dinas Perhubungan

2. 2. SUMBER DAYA SKPD
B.1. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Dafltar Urut Kepangkatan Pegawai Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 terdiri dari 54 Pegawal.

Dengan komposisi golongan tertinggi [V/c dan golongan terendah I/b,



berdasarkan tingkat pendidikan komposisi tingkat pendidikan tertinggi

yaitu Program 82 dan yang tercndah pendidikan SD. Berikut data

daftar urut kepangkatan pada Dishubkominfo pada Tahun 2016 dapat

dilihat pada tabel II.1.

Tabel II. 1. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Dinas
Perhubungan Tahun 2016.
Nama / NIP
No. Gol Jabatan Pendidikan
| Tempat/ Tanggal Lahir
1 -} B 3 4 5
1. | Drs Deddy Permana, MM | 1V/c Kepala Dinas 52 Manajemen AKBP
19670810 198809 1 002 | )
| Payakumbuh, 10- 08 10(-)7 _‘]____LWW _ o )
2 | Aditiawarman S Sos M.Si IV/a _ Sekretaris _S_?_r_“gfimiﬂls’LTaSl UNP
19640224 198903 1 003 - N -
Selayo,28/07 /1960 [ i e
3 | Nurhasanah SH, MM J[VIVV/a ___?{zll'Ji<I_;f}ngkutan dan | S2 Hukum Ekasakti
119580807.199003.1.001 | | Perizinan - .
|_Padang 07-08-1958 | -
4_| Teuku Faisal SH ~IVja| Kabid Dal&OPS | SI Hukum UMMY
19590505 198101 1001 | 1 i
_| Koto Baru, 05051959 | |
5 | Azradi Putra | 1l/d|  Ka UPT PKB __ STM Mesin
19610424 198903 1 004 | o B
] S;gll 24 A;)l l[_ 17'(; - - __ e V B R
6 ﬁ?@lllclh _ ) lI/d | KasiPos dan _ SMIA Tata Niaga |
19640811 1964 ! OOI _ Telkomsel o
' Ahhdn Parucmo 11 Agust |
] 1964 s e s el e o
7 Nl:]_‘;; ha. S Sos !WIII/Q L K mf\x‘ldna_J_L_rp_(,_Il_____ - S1 STIA Adm Negara 5
19__{{0?1@_1%903 2003 | &Rekayasalalin |
_'_1a1anu"1_6 03-1957 L
8 | Alkamra Adlis, SH. MM | 11I/d | Kasi Penanggul. $2 Manajemn AKBP |
| 19620507 198503 1012 | | Kecelakaan Lalin |
LJc]kr.“[c.l 0/7705 _]‘)6—5 - 74—_ i B B S "
9 | M Jaltar Jamil | /d | Kepala UPT le /\m:r_ata Buku___ |
| 19561025.198206.1.001 | | Terminal Alahan
Jeonc,ubOQ_(_)_]EQE-L”____ .j,ﬁ__ ~_Panjang 7
| 10 |[Usman - _é,,lﬂ/‘i_ K: ] UP’I‘ Terminal _._,é ™ B?&igirjiﬂ___‘
19690303.198903.1.003 Surian ’
| Pakan Baru 03-03 -1969 | | 1 ]

|
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11 | Maryusni S Sos 1/d Kasubag Umum S1 ADM Negara STIA
19681208 199103 1 010 & Kepegawaian -
\Sumcml 8 Desember 1968 | | =
12 | Erizal BA. _:: _J l/d | Kasi Pengawasan D3 Humas AIKP
1 19671222.198603.1.005 & Pengendalian
| Padang 22-12-1957 o -
13 | Irman SE /d | Kasi Angkutan S1 Ekonomi UMMY
19700807 199203 1 008 |
Padang 06- LS_IE_)?O_“ o o
14 | Susi Erlinda, S Sos Clryd | __ix'asubag TU Sl ADM Negarawbﬂf\
19651230.198603.1.009 UPT PKB '
Koto Baru03-02-1964 | o
15 | Maifarida /e Staf  SMEA Tata Usaha
_19660310.198703.2.004 | | | T
| Tanjung Balik 10-03-1966 | | o -
16 [ Darma Afrizon 7 [ll/c  Kasi Sarana8s . STM Mesin
19600727 199303 1018 | ~ Prasarana )
| Kerinci 23- 05-1960 | ]
_1_7__ Fakhri Omcnvfl h 3 Sos | | /e l\‘z_s_l_lﬁ.ommfo S1 S_[I‘\__{\_\dm Negam i
| 1 19570808.198101.1.002 [ ) =
Koto Baru. 28-10-1960 )
18 | Noviardi. [l/c Ka UPT Terminal | ~ SMAIPS
1 19600523.198612.1.001 | | Sumani 1 o
| Kerinci 23-05-1960 | | 7 o
19 | Aslinda A Md. ~ lmye|  Kasubag D3 Manajemen AMIK
19681212, 198903 1.006 | Keuangan )
|| Bukittinggil1-07-1973 | N
20 | Mhd. Nasir | lljc | Kasubag Peren SMA IPS
' "196310_11 198903.1.001 | |  Monevdan B
Irb b Alungl | 1751_0—]"3_62_ By - g(:laporan o —_7
| 21 [ PAIMAN == Mjc |  KaTUUPT SMA 1PS
| 19631212.199103.1 ) Terminal | i
= Bdel 1—5—127 19“3 A the ui Pdn_;dngj
22 | Syofni - T hmm| Stal | SMEA Tata Buku
19601028.198101.1.001 | |
| Solok 10-10-1960 - |
23 | Admiral 11/b  Staf _ STM Mesin
19631212.199103.1.003 | | T -
___IBimjai 12-1271903 || - o }
24 | ESLIANA SITUMORANG. | [II/b | Staf ___SMATIPS
1 19710821.199103.2.003 NI e - B

| Mcdan 21-08-1971

22



| 25 | YUSKAR | 1l/b Ka TU UPT SMEA Tata Usaha
| 19680408.198903. 1.002  Terminal Surian | -
Padang,08/04/1968 . * o

26 | WenniJ S Sos. o 1I/b I_?_L_i-ngsional Umum | S1 Adm Negara STIA

| 19611008.198210 o.toor | T o .

Koto Baru] 207‘19_75 o _—r% - o .
27 | Arsy ad Fadillah S Sit M Cio | lII}b Ka (crminal Sumani S2 UNP

19650102 198601 1 001 | ) o

Jguﬁébﬁ(ﬁ/aa/l%% T - -

28 | Muslim. /b  Staf ~ SMATPS

1 19691121.199303.2.001 | | " o

' Pasaman. 21- ]—71_(36—94 - ! g
!99 A/w:r‘BR 5%:): ‘:T —T T—[ﬁ/;_ maaf _§1—_A‘(lm Negarzi STIA

119610505 199008 2 001 | | L
" ara Panes05-05-1901 PR e

30 | Zondrl Oki S Sos I /a | Staf S1 Adm Negara STIA

19590525198303 1 006 | ,""‘: -
| | Sungai Penuh 25-05- 1959 j BB . o _ "

31 |A ;\LbeWQ—S éus . [l/a Staf S1 Adm Negara STIA

| 19680408.198903. A D L A e
Padang 08-04-1968 | | B o
32 | Aljufri. L e 7}' lll/a|  Staf _S_MFA Tata Niaga
| 119720712.199309.2.001 | | _
_I;E;éaru ig()—x 1972 ! N o i .
33 [Tarimo M/a | Staf - STM
CERE TR
i Padang, 19 Juni 1986 _i ] - -
34 Del\tromall:l"a A Md  11/d Stafl __Politekhnik Unand
19841002.201101.1.118 | _Tckhnik Mesin
|| Padang02-10-1984 £ | -
| 35 | Elvia Rozana, "ye | star _ SMAIPA_
19611029.198702.1.001 ) o )
‘S0lok06-09-1964
36 | Bujang Bu:;;;n[ B _:_ T/Z__ ) Staf ST F\/1 Banﬂundn___
19680707.199803.1.002 T 7
Jogjakarta OT_O';’_}E&;“H———% :

37 | Bambang Eko Yudo | 1l/c Staf STM
119800701 201001 1 008 | - - )
|| KotoSani, | Julilggo 7T T T

38 |Rabiul Awal /b | Staf | STM Atomoul

19751107.200008.1.001 | -
JAWI-JAWI 07-11-1975 | -




39 | Hamusi. /b _ Stafl ~ SMAIPA

19591211. 198410.1. 001

bc:ayo 11-12-1969

40 | Kelly Berminda [I/b ~ Stafl __ SMAIPS
19641223.200604.1.002 T B
Paninjauan 1 23- 1 __ﬁ@f___: 1‘:.____. L e
41 | Wirman. L Il/b - Staf %! TA Paket C

' 19640906.200604.2.002

Solok 06-09- 1964

42 | Amril RK. l1/b - ~_Staf S_l\{IEA Perkantoran____

19/60'508 ?O(JE)(H 1.003 i

Pinang Sinawa ()7 ()> 197—7

43 | Syamsul Bahri_ llja | Staf _ SLTA Paket C

| 19740202 200701 1 006 B

__-' PmanG Smdwa ()’) 07 197’1

44 | Jamaluddin. | II/c . Staf L%ll;{\ Pakcet C

19650427.200701.1.004

Ampang Padang 27 041965

45 | Hengki . l/c Staf . _SMA L
119771102.200701.1.002 |
| Siguhung 02-11- 1977‘

A T e e S [y

,f}_E)__‘_]_@b”jr_lE‘?k =L MHJL ) :__S_Laf SFM Elektro
1 19770212.200901, 1 Obé_l
Pa%aman 12-02- 1977

| 47 | HENDRI ZAINI [I/b ~_ Staf SMA IPA

19770112.200901.1.008

' Padang 12-01-1977 !

48 | Aulia Afrinol | /b | staf ~ SMK Otomotif
19760413.200901.1.003

Singkarak 13-04-1976 fpa i he 1 p st
49 | Zulkkillilsa _w“wﬁl,,ﬁ_/a______ Stal SLTP

119821028 200801 1 002 e

28/10/1982

S0 | Amrivanto [I/a ~ Staf SLTA Paket C

| 19820408 701001 1 006
Selayo, 8 April 1982

51 | Eppendi. l/a |  Staf  SmP

168004 10. 7007()1 1.003

|
|

= T I L L I -
1% |
)|

52 | DULFATRIZAL b | sar TP Paket B

19730731 200901 | 001

|
Solok, 31-07-1973 "T%’ﬁ' B
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B.2. Prasana Perhubungan

1.

Terminal dan Dermaga

Di Kabupaten Solok belum terdapat terminal tipe A, B namun
sudah terdapat terminal tipec C yang terdapat di Sumani,
Alahan Panjang, dan Surian namun saat ini bclum bisa
berfungsi secaara optimal.

Selain terminal penumpang untuk mobil penumpang umum di
Kabupaten Solok juga terdapat dermaga penyebrangan untuk
angkutan danau dan penyceberangan. DiKabupaten  Solok
terdapat 2 dermaga yang akan diaktifkan kembali yaitu :

a. Dermaga Singkarak

ks Dermaga Danau Diatas (dalam pengusulan

pembangunan)

Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada Pemerintah Daerah kabupaten Solok terdapat prasana
pengujian  kendaraan bermotor dengan luas gedung ujl

scbesar 240 m? dan luas gedung administrasisebesar 36 m2.

Rambu Lalu Lintas

Sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten telah mempunyai
rambu sebanyak 1.800 buah. Sedangkan rambu yang
terpasang dapat di inventarisir sebanyak 58 buah, jumlah ni
masih belum memadai dengan panjang jalan kabupaten 1
174.01 km dan kondisi topografi Kabupaten Solok yang
berbukit.

Trallic Light

Trallic light vang ada di Kabupaten Solok semuanya terletak
pada ruas jalan negara schanyak 2 unit dan dalam kondisi
mati. Untuk kegiatan pemeliharaan traffic light tersebut telah
dianggarkan pada kegiatan pemeliharaan. Kabupaten
mengusulkan pemasangan traffic light sebanyak 1 unit solar

cell pada simpang cupak, 1 unit traffic light listrik i simpang



sclayo, 1 unit warning light di muara panas, 1 unit warning
light di Simpang TJ Nan IV, 1 unit warning light di Alahan
Panjang.

Pagar pengaman jalan (guardrail)

Dengan kondisi topografi herbukit Kabupaten Solok sangat
membutuhkan guardrail sebagai fasilitas kesclamatan
pemakai jalan. Sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten telah
mempunyal pagar pengaman sepanjang 280 m, dan pagar
pengaman yang terpasang scpanjang 280 M’ vang sebagian
besar dalam kondisi rusak. Dishubkominfo Kabupaten Solok
akan membuat database kebutuhan dan data inventaris
guardrail pada ruas jalan kabupaten di Kabupaten Solok
dalam jangka menengah (5 tahun)

Marka

Marka jalan berfungsi scbagai alat pembanty pemakai jalan
untuk mengetahui jalurnya. Jalan kabupaten scpanjang 1
174.01 km umumnya belum memiliki marka Jalan baik
berupa zebra cross, marka solid, marka putus-putus ataupun

pita penggaduh.

a. Daltar Inventaris Barang dan Pcriengkapan ;

‘ . Kondisi I
No Jenis Sarana dan Jumla R_{l-sékmj_mﬂ;
Prasarana h Baik i
: Ringan  Berat
1 2 B 4 5 6
A Alat-alat kendaraan ;
1 [Minibus T3 ] 1
2 Tgcer T T ED ' 1
3 ricup T 1 - T
| 4 | Kendaraan roda dua | 12 7 | 3 | 2 |
. Alat-alat Kantor dan If_‘ |
Rumah Tangga . ‘
Mesuin Ketik Manual 4 5 | L
blonsewagen 18 |
[ 2. TFilling Besi = e 1 |
—fé.ﬁ'—l.tgwgr:i_!\'u_\'um 4 4 S D

26



}»4. Papan Nama Instansi 2 2
| B ' Papan Visual o . 4 _ ‘
‘_6 I\’ICJd l\erd Esclon a v‘ 5 S ‘
7 LI\:Ieja Kerja Non g 5 i
¢ ' Struktural
é— —MVC_}dﬁrLl(‘pOI”I o B 1 a I :
9. MeJL \_apdt T 1 o ?
IO I\]eyl Computer ) 4 4 o
{11 Rurm Rapat g 1 1 !
12'- I\]&,Jcl Kerja Non 3 ﬁ'“_a_ = ‘
‘ Struktural ;
T3 Meatelepon T 1 -
[ 14. | Meja Rapat T 1
lk";_\' Meja Lomputcr ' 4 4 o
:"_1'6_ Kursi Rapat 1 1 ,
17, i Kursi Tamu di ruang 5 5 | |
\ Tunggu Pejabat Esel I ‘
18, Kursi Tamu 1 1 - :
'—l—()_ —1\ ursi Kayu / Rotan B 3 ;
20, Bangku Tunggu N P
3T, eurs Be sf?f\ktal = T 1 * T
(22, Kursi Tangan 2 2 I
[23. Kursi Putar 4 4 I
_21 7 I\lcsm Pe nwhlsclp Pebu o im_ B
' 25.  AC Unit 2 ] 1
1_7(7 Kipas Angin B B
27. | Amplifer/ Toa 1 |
——28—5-\Virglc& B} 2 1 1
[ 29, P lang Bendera h 1 1
[ 30. | _I\}:C‘l Hias 1 1 . .
1_37_;_1 a?n_l;;lnn Instansi | 1 1 o ]
32 | Handy Cam 1 1
?3—‘_}{L)mpL1tcr Unit o 1 1 o )
jvlt_*—L ap Top 6 6
'35, Resiver dan LNB e -
:_’36- l\omputar Unit - . 3 3 ) - |
| 37_‘ Camera 1 1 B | ‘
< | 38. .}ound bvste%ﬁ [ 1 1 e a
_‘ 39. Camera / Digital 1 1 ? ’
(40. UPS 5 3 2]
41 Printer ] 8 5 7 1
Tlfé* ™ 2 1 )
i: l\clikulator T 6 B o 1——i
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F‘l:_ Faximille 1 1 f )
| 45. | Mesin Pres 2 2 |
”4_6— Pesawat Telepon NI 1 T J
. 47 l Handy ’Idlky ! 25 20 _’% 2 |
‘ 4__—'_'R51Lnbu - rambu 451 447 - 4 |
49, Unit Tranceifer SSB 1 1 ‘
N e (Borgol) 3 3 o j
E)ﬁl_J_»Pcnmngan 10 10 L i ‘
| 52. l Lain - lain (Helm} B2 o ﬂ
| I\LmCI Khusus untuk 3 3 1 ‘
| 23. | Enginc i |
r”_, Lain - lain (Pompa = i i B ' !
| 54. | Gemuk) |
| 55. Papan Visual T 1 1 ] :
56| Dispencer e 7T
57 Tortabcle 5 2 2 1]
| 98. f\lmclil 6 4 1 i 1
59 Sol T T [ T I
- 60 Kulkas 1 1 - :
6l Karpet 1 ' 1
o s i T
[ 63. | Receiver dan LNB AL 1 | ! T
- (,ompuLLr Mainframe / _'1 '_ 1 _ o J
L‘(’)Ll. j Server |
[ 65, | © omputer PC 1 6 4 2 |
:—(m" Computer Note Book 2 2 o
(67 Prmer . T a T 7
| 68. | UPS / Stabilizer 1 1 |
{k  Peralatan . Jarmgan TP | a it
| 69. : Link, Kabel Jaringan, 1 1 J
| Swict Hub
70, € Software 1 1 i
571 Kamera g ;
|72, Meja Kerja 40 20 10 10 |
| 73. | Kursi Kerja 45 25 10 10
74. Mluopmmc _______ 21 2 1 ‘___..ﬁ
_fzrj enda a4 5 - | 2
|76, [AlatUkur 1 ]

2. 3. KINERJA PELAYANAN SKPD
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Dinas Perhubungan sebagaimana fungsinya adalah instansi
pelaksana  tckhnis  urusan pemerintah  dacrah  di bidang
perhubungan. Atas dasar fungsi tersebut maka kincrja Dinas
Perhubungan tidak akan terlepas dari penyelenggaraan urusan
perhubungan. Penjabaran dari fungsinya di atas, Dinas
Perhubungan menyclenggarakan beberapa fungsi jabaran yaitu
fungsi pelayanan, fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan.

1. Fungsi Pelayanan

Sebagai salah satu institusi pemerintah yang ada dan berperan
schagal  pengayom  masyarakat, Dishub memiliki fungsi
pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakatnya,
khususnya bagi masyarakat Kabupaten Solok. Berikut
pelavanan yang diberikan dan dilakukan oleh Dishubkominfo
terhadap masyarakat dan daerah :

a. Penerbitan dan pengelolaan perizinan operasinal angkutan
orang/barang milik masyvarakat;

b. Penerbitan dan pengujian kelayakan operasional kendaraan
angkutan orang/barang milik masyarakat;

¢. Pengaturan dan pengelolaan sarana-prasarana perparkiran,
dermaga dan terminal,

d. Pengamanan fasilitas umum dan fasilitas pemecrintah terkait
dengan berlalu lintas di jalan raya, sungai danau dan
penycberangan;

e. Pelaksanaan kajian dan rumusan pengembangan
manajemen lalu lintas, jaringan transportasi local darat,
sungai dan danau;

. Pengamanan setiap acara-acara daerah termasuk acara
masyarakat yang dinilai perlu dan harus dilakukan

pengamanan;

Disamping pelayanan sebagaimana tersebut di atas, banyak
pelayanan lainnya yang berdampak langsung maupun tidak
langsung terhadap masyarakal juga diselenggarakan sccara baik

dan professional dan tidak kalah pentingnya juga pelayanan
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n
.

internal aparatur sebagai wujud kepedulian dalam upaya

mewujudkan sumberdaya yang optirnal dan professional.

Dishub Kabupaten Solok dalam memberi pelayanan kepada
masyarakat terdapat 3 pelayanan antara lain : Keur Kendaraan
Bermotor, Izin Usaha kendaraan angkutan umum dan Izin
trayck kendaraan angkutan pcnumpang.
. Standart Pelayanan Minimal Keur kendaraan bermotor (PKB)
a. Pemohon ke loket 1. Pendaftaran (10 menit).
b. Kemudian ke loket 2. Pembayan retribusi (3 menit).
Perneriksaan teknis kendaraan bermotor (14 menit)
d. Lulus uji:
» Pemasangan plat uji.
~ Pengecatan tanda uji
e. Tidak lulus uji :
~ Pemilik kendaraan melakukan perbaikan.
~ Uji ulang sampai lulus.
[. Pengambilan buku uji yang sudah diproses (kendaraan laik
jalan).

2. Standart Pelayanan Minimal Izin Usaha Angkutan Barang/Orang

a. Pemohon datang keloket memperlihatkan (3 menit) :
~ lzin usaha yang jatuh tempo.
~ Foto copy STNK dan Buku Uji Kendaraan.
~ Surat pengantar dari perusahaan (Po).
b. Pengctikan perpanjangan izin (3 menit)
¢. Pembavaran retribusi
d. Pengambilan kartu izin usaha yang telah diproses
(Kendaraan laik jalan)
3. Standart Pelavanan Minimal lzin Trayek/Insidentil Angkutan
Umum :
a. Pemohon datang keloket memperlihatkan (3 menit) :
~ lzin usaha yang jatuh tempo.

~ Foto copy STNK dan Buku Uji Kendaraan.
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f\)

~ Sural pengantar dari perusahaan (Po).
b. Pengctikan perpanjangan izin (5 menit)
¢. Pembayaran retribusi
d. Pengambilan kartu izin usaha yang telah diproses
(Kendaraan laik jalan)

FFungsi Pengaturan

Seiring dengan pclayanan yang diberikan, Dishub juga
melakukan fungsi pengaturan utas usaha dan berbagai aktifitas
masyarakat terkait dengan urusan perhubungan, komunikasi
dan informatika.Pengaturan ini dilakukan guna mecwujudkan
ketertiban masyarakat di jalan raya maupun pada fasilitas
public lainnya.Fungsi pengaturan juga dilakukan schagai
pcrpanjangan  tangan dari pemerintah  dalam menerapkan
regulasi  perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh
pemerintah, pemerintah propinsi ataupun dari pemerintah
kabupaten.
Fungsi pengaturan ini dilakukan dalam bentuk penerbitan
regulasi (administrasi), pemasangan rambu-rambu lalin jalan
raya alaupun penugasan aparatur sccara langsung kclapangan.
Konsckucensi dari pengaturan ini terhadap masyarakat akan
berfariasi, mulai dari teguran, pencabutan izin sampal dengan
pencrapan sanksi pidana. Olch karena berfariasinya dampak
dari pengaturan ini maka Dishubkominfo selalu
menyclenggarakan fungsi pembinaan sejalan dengan fungsi
pengaturan.
Fungsi Pengawasan

Setiap regulasi yang dibuat perlu diawasi dan dicevaluasi
sccara  konsisten.Demikian pula halnya dengan kinerja
Dishub.Salah satu aspek yang mempengaruhi  keberhasilan
kinerja adalah dari seberapa berhasil fungsi pengawasan ini
dijalankan.Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan melalui
pola  pengawasan langsung ke lapangan, pengawasan dan
pengendalian  melalui  administrasi  serta pengawasan dan

pengendalian dalam bentuk kajian.
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2. 4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Untuk melihat peluang dan tantangan, Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika tclah melakukan analisis SWOT yaitu
dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis guna
merumuskan strateginya yang didasarkan pada logika yang
memaksimalkan kekuatan (Strengtht) dan peluang (Opportuniteis),
namun sccara bersamaan  dapat meminimalkan  kclemahan
(Weaknesses) dan ancaman (Threats).

1. Kekuatan (strenghts)

e Memiliki dasar hukum untuk melaksanakan tugas

* Adanya visi dan misi dinas

* Adanya komitmen yang tinggi

e Adanya kantor dan fasilitas kerja

Kclemahan (weakness)

¢ Terbatasnya Sumberdaya Manusia baik secara kualitas
maupun kuantitas.

» Belum tersedianya database yang memadal

e Belum tersedianya fasilitas vang memadal

Pcluang (oppurtunities)

» Kabupaten Solok terletak dacrah perlintasan lintas sumatera

« Kabupaten Solok merupakan kota satelit dari Kota Padang
yang merupakan Ibukota Propinsi Sumatera Barat

Tantangan (threcats)

e Budaya tertib berlalu lintas vang masih rendah

» Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi

o Tecrbatasnya fasilitas lalu lintas terpasang (rambu, marka
jalan, terminal,dsb)

e  Wilayah vang cukup luas
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2 5. Ketersediaan Dana Untuk Biaya Operasional dan Kegiatan 5
Tahun Terakhir.

Ketersediaan Dana dan Biava Operasional Dinas perhubungan
Komunikasi dan Informatika untuk 5 tahun terakhir ini dapat Kita

lthat pada tabel dibawah ini

NO . TAHUN ANGGARAN REALISASI
1 i 2011 1.627.235.000. | 1.627.235.000. | 100
2 2012 7| 1.986:504.000. | 1.986.504.000. 100
37 2013 [ 1.892.951.250. 1.836.538.648. | 97.02 |
4 _" 2014 —!3‘429.983-.725()._ 2.990.019.739. | 87,18
_f__“:zilj .7‘7ﬁ4i'_3.497.1m_.:<<< b 3.379.205.7361;95_3

Untuk Icbih terperinci per program dan perkegiatan selama 5
tahun yang lalu dapat kita lihat pada lampiran gambar 2.1 dan 2.2

discbelah schagai berikut :

000000000
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Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Solok

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan | Target ﬂm.ém... Target Renstra SKPD Tahun Ke - Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun ke
No : Target IKK | Indikator
Fungsi SKPD SPM :
Lainnya | 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Jumlah Arus Penumpang Angkutan
L 83,000 83250( 83500 83750| 84000| 82500| 80372 83,069 84,596 86,112 9940 9654| 9948 101.01| 1025
2 WMM% a“__ms Vrayek ferhndag jumial 0.00156 | 0.00104 | 0.00116 | 0.00106 | 0.00095 | 0.00156 | 0.00104 | 0.00116 | 0.00106 | 0.00095 | 100.00| 100.00] 100.00| 100.00| 100.0
3 |Jumlah Uji keur Angkutan Umum 6,600 6,700 6,800 6,900 7,000 6,633 7.075 7.114 7,075 7,090 100.50| 105.60 104.62| 102.54| 1012
4 [Jumlah Terminal Angkutan Darat i 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100.00{ 100.00| 10000 100.00| 10001
5 |Jumiah Dermaga 2 2 2 2 2 2 5 M 2 2 | 100.00[ 10000 10000[ 10000 1000t
Juml )
g {JUmiah OrangiBarang yang terangkut 682,843 | 691,751| 743,400 | 766,100 | 861,120 | 682843 | 691,751 743.400| 766,100 861.120| 100.00| 100.00] 100.00 10000| 10000
Angkutan Umum
Tersedianya Sumber Daya Manusia
7 |[(SDM) di bidang terminal pada Kab/Kota 4 4 4 3 3 1 1 1 1 1 2500 25001 25000 3333 333:
yang telah memiliki terminal
Tersedianya Sumber Daya Manusia
(SDM) di bidang Pengujian Kenderaan
8 |Bermotor pada KabfKota yang telah 5 5 5 & 5 4 4 4 5 5 80.00| 80.00[ 80.00| 100.00] 1000¢C
melakukan pengupan berkala kenderaan
bermaotor
9 m_ﬂaahw:: Kepemilikan Keur Angkutan 637 640 641 641 641 556 562 578 576 569 87.28| 8781 9017| 8986| 8877
10 |Jumlah Pemasangan Rambu-rambu 250 300 350 250 200 211 256 463 180 113 84.40| 85.33| 13229 7200 5650




Tersedianya Kapal sungai dan Danau
untuk melayani jaringan trayek dalam

11 |Kabupaten/Kota pada wilayah vg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100.00| 100.00| 100.00| 100.00( 100.0
tersedian alur sungai dan danau yang
dilayari

12 |Rasio Jumlah Jalan/Jumlah Kenderaan 3.97 467 4.61 527 524 3.97 467 4.37 4.35 4.33 100.00] 100.00 94.91 8262 82.6.
- Panjang Jalan 1,237 1,237 1,237 1,421 1,421 1,237 1,237 | 1,174.01 1,174.01| 1,174.01| 100.00| 100.00] 9491] s8262] s&2&
- Jumlah Kenderaan 31,197 26,499 26,849 26,979 27,123 31,197 26,499 26,849 26,979 27123 | 100.00] 100.001 100.00| 100.00] 10001

fg {f reentase FENAgMK ¥ 7307 | 7465 | 7628 779 | 7939 | 7307 | 7465 | 7628 77.9 7939 | 100.00[ 100.00| 100.00| 100.00| 100.0¢
menggunakan HP/Telepon

14 [lumiah Kebijakan Pemerintah Daerah 1,000 1,100| 1200 1300 1400| 1145 1145 1,145 1,145 1.145| 114.50| 104.09| 9542| 8808 817

yang terpublikasikan

Februar 2017
“RHUBUNGAN
-

Koto Baru,
KEPADA

Drs Y PERMANA. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670810 198809 1 002




Anggaran dan Realisasi Pendanaan Peayanan SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.2

Kabupaten Solok
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BAB III
[SU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3. 1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PELAYANAN SKPD
Penyelenggaraan LLAJ di dacrah ada perubahan paradigma

sebagai berikul :

Tabel III.1. Perbandingan Paradigma Ketugasan Dinas Perhubungan

Berdasarkan Perundangan

| No.|  UUNo.14/1992 | UU No. 22/2009
1. Lebih Banyak | Labih banyak melakukan Mcnejemen
Penanganan Lapangan Transportasi
_M_-—-*mé?rﬂgt_ﬂg_giag—j;{\_\-ab- . | Difokuskan terhadap mem:j_crﬁc_ﬁmdan
terhadap penyusunan kebijakan
operasional dan
menejemen ‘
b *--_ITcrumu;cm Mcnf_‘jcmc; _Iet-zakzl_g;gsé; I
Kebijakan Lalu Lintas
T R Pen}m-'“usunan Rencana  Induk |

Transportasi

Penataan dan Menejemen Perparkiran

Penyediaan Prasarana LLAJ

Melakukan Monitoring dan evaluasi |

kincrja transportasi

Dari tabel Ill.1 dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa paradigma
Perhubungan saat ini sangat berkonsentrasi dengan tanggungjawabnya
dalam melakukan perumusan  kebijakan dan  kegiatan menajemen
lalulintas serta bertanggungjawab terhadap penyclenggaraan prasarana

LLAJ di wilayah.
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Selain itu Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di
Sumatera Barat vang dilalui oleh Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum).
Sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Padang atau
pintu masuk sebelah timur Kota Padang, jalur Kabupaten Solok-Kota
Padang memiliki intensitas transportasi vang sangat padat.Kondisi ini
menimbulkan tingkal kemacetan dan resiko kecelakaan vang sangat
tinggi.Keberadaan dan peran Dishub sangatlah penting bagi kclancaran

dan kenyamanan berlalu lintas di Kabupaten Solok.

Mengurangi kepadatan dan kesibukan bongkar muat barang di jalur
lintas sumatera khususnya di wilayah Kabupaten Solok, kcberadaan
terminal angkutan barang dan fasilitas umum rest area bagi truck
maupun bus penumpang menjadi sebuah kebutuhan.Bagaimana aktifitas
bongkar muat ataupun aktifitas istirahat kendaraan tidak terjadi di
sembarangan tempat saja.Perlu sebuah pengaturan khusus atau bahkan
dibutuhkan sebuah pembangunan Tfasilitas khusus sehingga mampu
memenuhi  kebutuhan para pelaku transportasi sehingga tidak

mengganggu pengguna jalan lainnya.

Keberadaan rambu-rambu, APILL, marka dan fasiliats pengaman jalan
Juga menjadi kebutuhan mendesaak.Resiko kecelakaan yang tinggi
sebagaimana diuraikan akan mampu diminimalisir apabila kelengkapan
rambu dan fasilitas pengaman jalan raya mampu disediakan dengan baik.
Berdasakan kondisi saat ini, kelengkapaan fasilitas rambu dan pengaman
jalan ini memang dirasakan masih jauh dari memadai.

Sistim Prasarana Perhubungan di Kabupaten Solok untuk mendukung
Transportasi bclum mengacu kea rah Perencanaan dan Tata Ruang
Wilayah contoh : Terminal Aro Suka, Terminal Barang, Pengembangan
Terminal Sumani, Pengembangan Dermaga Simpang TJ Nan IV dan
sarana lainnya.

Ini semua terkendala disebabkan kurangnya dana yang terscdia serta

kurangnya SDM yang berkaitan dengan Perhubungan.



Selanjutnya isu strategis ini muncul dari beberapa kondisi yang tengah
dialami saat ini yang merupakan gambaran dari pencapaian tahun-tahun
sebelumnya. Untuk lebih tegasnya kondisi yang ada atau pencapaian
sasaran tahun scbelumnya (2014/2015) merupakan starting point data
awal yang mcnjadi patokan dalam perjalanan pada penggalan-penggalan

dalam RPJMD 2016-2021 mendatang data terlampir.

3. 2. TELAHAAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH.
Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih yang
telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD] Kabupaten Solok tahun 2016-2021 yang
merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang
daerah ( RPJPD ) Kabupaten Solok tahun 2006-2025. Visi, Misi,
Agenda dan Tujuan Pemerintan Kabupaten Solok dalam lima tahun

kedepan :

Perencanaan  pcmbangunan  dacrah  adalah  suatu  proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pecmangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 sampai Tahun 2025,
disebutkan bahwa RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021
merupakan tahap ketiga dalam pembangunan jangka panjang. RPJP
Kabupaten Solok Tahun 2006 -2025 merupakan kaidah penuntun
pembangunan dacrah yang memuat arah kebijakan dan sasaran
pokok dalam perspektfl pembangunan 20 tahun kc-depan guna

mewujudkan kesejahteraan masyvarakat dalam arti luas.

RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 telah mengamanatkan
Visi Daerah, yaitu “Kami Bertekad Menjadi Kabupaten Terbaik dari

Yang Baik”
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Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,
Visi dalam RPJMD adalah visi kepala dacrah dan wakil kepala daerah
terpilih  yang disampaikan pada waktu pemilihan  kepala
daerah.Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah
kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan
Tahap [1I RPJPD Kabupaten Solok. Untuk mencapai indikator dan
target dari sasaran pokok sangal bergantung pada tekanan dan

prioritas pcmbangunan.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah
yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of
direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan
daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka
menengah serta scjalan dengan visi dan arah pembangunan jangka
panjangdacrah yang telah tertuang dalam RPJPD.Dengan
mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah,
kondisi, pcrmasalahan dan tantangan pembangunan vang dihadapi
serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Solok Tahun 2016-2021,

yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU
DAN MANDIRI MENUJU XEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI
DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI
KITABULLAH”

Penjabaran dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

| Kabupaten |Mcliputi wilayah dan seluruh isinva, artinyal

Solok | Kabupaten Solok dengan seluruh |

| masyarakatnya yang berada dalam batas-batas

yvang tclah ditctapkan.

| Maju ¢ | Artinya masyarakat yang cerdas dan atau |

e |
| masyarakat yang berpendidikan. |
' Mandiri ': | Adalah  masvarakat yang mandiri dalam |
5 ' . .

= s P e e _
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| kekuatan ekonomi keluarga dan mandiri dalam
menciptakan keschatan keluarga dan

lingkungan yang sehat ,

PN U, LS, (e

Kehidupan | . | Adalah masyarakat yang taat akan agama dan
masvarakat 4 adat, memiliki integritas, karakter dan mental

) |
' madani 3 sesuai dengan filosofi “ Adat Basandi Syara’,

f 3 P
| Syara’ Basandi Kitabullah” |

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan
umum mengenai  upaya-upaya yvang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan Visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi
yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yvang harus
dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi
tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapal dan

menentukan jalan vang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor
lingkungan  stralegis, baik cksternal dan internal = yang
mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan
yang ada dalam pembangunan daerah.Tabel 5.1 dibawah
memperlihatkan keterkaitan antara visi dan mist yang telah

ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih.

Tabel 5-1
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi ; &  Misi
1 | Mcnsukseskan Program Wajib
| “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT | Belajar (Wajar) 12 Tahun

N

KABUPATEN SOLOK YANG  Mcningkatkan Derajat Kesehatan
MAJU DAN MANDIRI MENUJU = Masyarakat, Pembudayaan Hidup

! KEHIDUPAN MASYARAKAT Bersih dan Lingkungan Schat
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[ YANG MADANI DALAM NUANSA “ Meningkatkan Peluang dan Akses

ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ | Ekonomi Masyarakat yang Lebih
BASANDI KITABULLAH” | Luas, didukung oleh Sarana dan

|
|
[

| Prasarana Infrastruktur vang

| Memadai

|

E i Membangun Karakter Masyarakat

| | _— : . :
| sesual Filosofi ‘Adat Basandi Syara’,

. Syara’ Basandi Kitabullah”

[_I\fiunamapkan Penyeleng“garaan

% Pemerintahan yang baik dan bersih

5.2 Pilar dan Prioritas Pembangunan

RPJMD merupakan dokumen strategis Kabupaten Solok untuk Tahun
2016-2021 vang mengimplementasikan janji-janji atau jargon Bupati
dan Wakil Bupati Solok yang disampaikan pada saat kampaye.
Sebagaimana halnya dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
terpilih ada bebcrapa substansi yang terkait erat dengan pencapaian
visi dan misi yvang juga dirumuskan dalam perencanaan RPJMD
Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 vyang selanjutnva akan
dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berkaitan dengan janji atau jargon Bupati dan Wakil Bupati terpilih,
maka vist dan misi yang telah dijcluskan diatas disimpulkan dalam
suatu kebijjakan vang dinamakan Empat Pilar Pembangunan dengan
10 ( sepuluh) prioritas pembangunan. Berikut empat pilar
pembangunan dan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel

5.3 dibawah ini.
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Gambar 5.3

PILAR | |  PRIORITAS I e tam i wrroamr | PROGRAM PERMENDAGRI |
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN . SR IARJIL BUPSTTD ol 13 TAHUN 2006
8 | Pengurangan tingkat 1 | Pemberian  Mikro Nagari ~> | Program Perencanaan
kemiskinan dan 6.896 orang Pembangunan Ekonomi

pengangguran

2 | Mendorong Pembentukan |
Bumnag ~> 74 Nagari

Penyelenggaraan | 9 | Membangun karakter
. | B
Pemerintahan | nasyarakat sesuai
|

“

l vang Baik dan filosofi ABS-SBK vang
Bersih didukung oleh _
pemerintah nagari
yang kuat dengan
meningkatkan peran
tungku tigo

m&.mﬁmzmms--l?- 3. ‘ , ‘\‘ll‘ = = e
10 | Pelaksanaan 4 Program Peningkatan Sistem
reformasi birokrasi Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebyakan KDH
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3. 3. TELAHAAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Dinas Perhubungan Kabupaten Solok sebagai koordinator

dalam mclaksanakan tugas pokok dan fungsinya seclalu

mensinkronkan dengan kegiatan Kementerian Lembaga dan

Propinsi yang dalam hal ini adalah Kementrian Perhubungan

dan Dishub Propinsi.

Dalam perjalanan Dishub Kabupaten Solok yang relative

singkat, Dishub telah membecrikan perhatian kontribusi yang

cukup banvak seperti :

. Bantuan peralatan dan kendaraan operasional

2. Bantuan Bus Air dan Dermaga.

3. Kerjasama penyusunan data dan peta Alur Pclayaran
Danau.

4. Bantuan Rambu-rambu berbentuk Trapicon dan Road
Berier

Bantuan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dalam rangka

N

peningkatan kapasitas personil DISHUB.

3. 4. TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.
Berdasarkan perda kabupaten Solok No 1 tahun 2013 tentang
rencana tata ruang wilayah kabupaten solok tahun 2012 -
2031 maka arah pengembangan sektor
tranportasi/perhubungan di kabupaten solok adalah sebagai

berikut :

I Sistem jaringan transportasi darat sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

b. jaringan angkutan sungai, danau, danpenyeberangan.

S

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
sebagaimanadimaksud pada avat (1) huruf a terdiri atas:
4. jaringan jalan dan jembatan;

b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;dan
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c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalansebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b untukpembangunan dan

pengembangan terminal meliputi:

a. terminal angkutan penumpang yang terdiri atas:

1.

n

pembangunan dan pengembangan terminal diArosuka

Kecamatan Gunung Talang;

2. pembangunan dan pengembangan terminal diSumani

Kecamatan X Koto Singkarak;

. pembangunan dan pengembangan terminal diAlahan

Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;

. pembangunan dan pengembangan terminal diSurian

Kecamatan Pantai Cermin;

. pembangunan dan pengembangan terminal diMuara

Panas Kecamatan Bukit Sundi; dan

. pembangunan dan pengembangan terminal diBukit Sileh

Kecamatan Lembang Jaya.

b. terminal angkutan barang di IX Koto Sungai Lasi.

6

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan

Jalansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ terdiri

atas:

. jaringan trayek angkutan penumpang pulang pergi

meliputi:

1. dar Kota Solok menuju Koto Baru;

2. dar Kota Solok menuju Pianggu;

3. dari Kota Solok menuju Sumani-Tembok;
4. dari Kota Solok menuju Paninggahan;

5. dari Kota Solok menuju Lubuk Selasih;

6. dari Kota Solok menuju Muara Panas;

7. dari Kota Solok menuju Sirukam;

8. dari Kota Solok menuju Bukit Sileh;

9. dari Kota Solok menuju Aripan-Tanjung Balit,

10. dari Kota Solok menuju Terminal AlahanPanjang;
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1. dari Kota Solok menuju Batu Bajanjang;

12. dari Terminal Alahan Panjang menuju

TalangBabungo;

13. dari Terminal Alahan Panjang menuju Surian;

14. Rencana pengembangan trayek dari Kota

Solokmenuju Surian; dan
15. Rencana pengembangan trayek dari TerminalBareh
Solok menuju Talang Babungo;

b. jaringan lintas angkutan barang meliputi
seluruhwilayah kecamatan.

7 Jaringan angkutan sungai, danau, dan
penyeberanganscbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufl b terdiri atas:

a. pembangunan dermaga pelabuhan penumpang
dikawasan Danau Singkarak Kecamatan X
KotoSingkarak dan Kcecamatan Junjung Sirih.

b. penyediaan kapal perintis penyeberangan danau
vangmelayani rute-rute yang menghubungkan
simpulsimpulpusat kcgiatan, meliputi:

1. Kabupaten Tanah Datar dengan Kecamatan XKoto

Singkarak melalui Danau Singkarak;

ho

. Paninggahan di Kecamatan Junjung Sirihdengan
Sumani di Kecamatan X Kote Singkarak;dan

3. Jorong-jorong di scbelah Barat Danau Diatas
danDanau  Dibawah  denganjorong di  sebelah
Timurdanau, yang menghubungkan antara
KecamatanLermnbah  Gumanti  dengan Kccamatan
DanauKembar

¢. pembangunan dermaga pelabuhan wisata meliputi:

1. Danau Singkarak di Kecamatan X KotoSingkarak;

[\

. Danau Diatas di Kecamatan Lembah Gumantidan
Kecamatan Danau Kembar;dan

. Danau Dibawah di Kecamatan Danau Kembar.

W
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Sistem jaringan transportasi perkeretaapian

scbagaimanadimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

a. pengembangan  jaringan  jalur  rel kercta api
vangmenghubungkan Lintas Teluk Bayur-Padang-

LubukAlung-Padang Panjang-Solok-Sawahlunto; dan
b. pembangunan jalur shortcut (jalan pintas) Pauh

Limo(Padang)-Solok.

3. 5. PENENTUAN ISU STRATEGIS

[su Strategis mcrupakan salah satu pengavaan analisis
lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan
sclama S (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yvang masih
dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang
harus dipcrhatikanatau dikedepankan dalam percncanaan
pembangunan karena dampaknya yang sangat signifikan bagi
entias (dacrah/masvarakat) dimasa datang. Suatu
Kondisi/kejadian yang mejadi isu strategis adalah keadaan
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kcrugian yang
lebih besar atau scbaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan
mcnghilangkan  peluang untuk meningkatkan kescjahteraan
masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis
dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi
yang tclah i identifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis
scrta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program
SKPD, serta RENSTRA sehingga rumusan isu strategis yang
dihasilkan sclaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala dacrah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka
menengah (RPJMD)

Untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada pada
scktor perhubungan di Kabupaten Solok, perlu diidentifikasi isu-
1su strategis antara lain:

1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perhubungan
2.  Penyediaan fasilitas LLAJ sccara simultan dan kontinue

3. Geogralis Daerah yang berbukit dan jurang yang dalam
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n

Kompetensi  SDM  perhubungan  yang  masih perlu
ditingkatkan

Masih Rendahnya kepatuhan dan Kesadaran Masyarakat
terhadap tertib berlalu lintas

Desentralisasi @ Pembangunan Perhubungan memilki
keterkaitan yang sangat kuat antara global, Nasional dan
Dacrah. Komitmen Pemcrintah Daerah sangat menentukan
keberhasilan  Pembangunan Perhubungan dimasa yang

akan datang.
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BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SOLOK.
4. 1. Visidan Misi SKPD
Mencermati isu strategis yang terkait dengan kinerja Dinas
Perhubungan, serta  Visi, Misi dan Agenda Pembangunan
Kabupaten Solok untuk 5 tahun kedepan, maka di pilih dan di

tetapkan Visi Dinas Perhubungan untuk tahun 2016-2021 adalah

“TERWUJUDNYA TATA KELOLA PERHUBUNGAN YANG BAIK
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESELAMATAN
BERTRANPORTASI”

Tata Kelola '@ | Tersedianya SDM  yang  handal, |

Perhubungan yang baik |

sarana dan Prasarana pcrhubungan
yang memadai dalam mendukung

Program 4 Pilar.

ol

| Keselamatan | ¢ | Tinguinya  kesadaran  masyarakat

| |
| Bertranspoortasi ‘ dalam rentaati aturan berlalu lintas

Tersedianya Moda Tranportasi yang

laik jalan dan laik berlayar.

|
| |

Dari visi di atas, ditetapkan pula 7buah Misi yang mendukung

pencapaian agenda pembangunan dacrah, yakni :

1. Mcningkatkan kualitas SDM dan Sarana-prasarana Dinas
Perhubungan;

2. Terbangunnya manajemen transportasi dan lalu lintas yang
berkelanjutan guna mewujudkan stabilitas masvarakat dan
pertumbuhan ekonomi yang baik;

3. Terciptanya tatanan transportasi lokal yang handal guna
mendukung pengendalian lata ruang daerah;

q. Tersedianya sarana-prasarana perhubungan YANG
representative;

5. Terwujudnya kepemerintahan yang baik berbasiskan e-

government;
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6. Terselenggaranya deseminasi transportasi nasional dan
daerah secara baik dan merata;

i Meningkatkan kualitas pelavanan jasa perhubungan;

4. 2.Tujuandan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4. 2. 1. Tujuan Strategi SKPD
Dari visi dan misi yang telah dirumuskan Penyusunan Renstra
Dinas  Perhubungan, Kabupaten Solok tahun 2016-
202 Imenetapkan tujuan strategi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Lokal yang baik dan

bersih di Kabupaten Solok

1)

Mewujudkan Kaapabilitas dan Kualitas Pejabat dan SDM
Aparatur Pemerintah.
3. Peningkatlan Sarana dan Prasarana Aparatur.
4. Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
5. Pceningkatan Rchabilitas/Pemeliharaan Rambu-rambu lalu
Lintas.
6. Mceningkatnya Keselamatan dan Keamanan Berlalu Lintas
di Jalan Raya.
7. Peningkatan Pelayanan Dibidang Angkutan
4. 2. 2. Sasaran:
Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pehubungan Kabupaten Solok
scria tujuan yang telah dikemukakan diatas maka sasaran dari
pembangunan bidang Perhubungan meliputi :
I. Tersedianya SPM dan SOP dalam Pelayanan Publik dan

Pclayanan Administrasi.

f]

Tersedianya SDM yang handal di Dinas Perhubungan dan

Mcningkatnya Kapabilitas dann Kuantitas Pejabat dan

Aparatur Dinas Perhubungan.

3. Tersedianyva Kantor Dinas Pehubungan Kabupaten Solok
vang lavak pakai.

4. Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas;

S. Terlaksananya pengadaan Pagar Pengaman Jalan Pada

dacrah Tikungan yang curiin dan tebing yang terjal.
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10.

11

Tersedianya Sarana dan Parasarana Perhubungan;
Tertatanya transportasi lokal yang handal di daerah
(Dokumen Percncanaan);

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang
representative;

Penyebaran sarana dan prasarana secara baik dan merata;
Mclaksanakan  Penyuluhan Bagi  Para  Sopir  untuk
peningkatan Keselamatan Penumpang.

Mclaaksanakan Pemilihan dan Pemberian penghargaan

Bagi Awak Kenderaaan Angkutan Umum teladan;

Untuk Mengetahui tujuan dan sasaran strategi SKPD Dinas

Perhubungan Kabupaten Solok scbagai mana pada table

berikut ;

4. 3. Strategi Kebijakan SKPD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Perhubungan dirurnuskan strategi dan kebijakan yaitu :

4. 3.

1. Strategi Dinas Perhubungan

¢ Pengembangan Sistim Pelayanan Untuk Pengguna Jasa
Angkutan.

¢« Pcningkatan Kualitas (ckhnis Sumber Daya Manusia
Perhubungan.

» Peningkatan  Sarana dan  Prasarana Kcesclamatan
Transportasi Lalu Lintas

¢« Pengendalian lalu Lintas dan Angkutan.

* Pcngembangan Sarana dan Prasarana Pendudkung.

e  Peningkatan SDM Awak Angkutan Umum.

» Pcembangunan Sarana adan Prasarana Angkutan Danau.

« Pcnyediaan Layanan Angkutan di Daerah Terisolir.

. 2. Kebijakan Dinas Perhubungan

e Menyusun SOP Pelayanan untuk pengguna Jasa

Angkutan Umum dan Barang.
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Meningkatkan kemampuan tekhnis personil melalui
Diklat.

Membangun dan Mccrenovasi Kantor Dishub.
Mcningkatkan Sarana dan Prasarana kesclamatan
pemngguna transportasi.

Meningkatkan sarana dan  prasarana pclayanan
angkutan umum dan din as.

Mceningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan awak
angkutan umum.

Menyediakan layanan angkutan transportasi di Daerah

terisolir.

000000000
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BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SOLOK.
Visi dan Misi SKPD
Mencermati isu  strategis yang terkait dengan kincria Dinas
Perhubungan, scrta  Visi, Misi dan Agenda Pembangunan
Kabupalen Solok untuk 5 tahun kedepan, maka di pilih dan di

tetapkan Visi Dinas Perhubungan untuk tahun 2016-2021 adalah

“TERWUJUDNYA TATA KELOLA PERHUBUNGAN YANG BAIK
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESELAMATAN
BERTRANPORTASI”

[Tata I{elola’: Tersedianya SDM  yang handal,

| Perhubungan yang baik sarana dan Prasarana perhubungan

|
| Program 4 Pilar.

yang memadai dalam mendukung |

Keselamatan

Bertranspoortasi dalam mentaati aturan berlalu lintas

| 1 | laik jalan dan laik berlayar.

|

l

\

‘l Tersedianya Moda Tranportasi yang

Tingginya  kesadaran  masyarakat |

e | Il .

Dari visi di atas, ditetapkan pula 7buah Misi vang mcndukung

pencapaian agenda pembangunan daerah, yakni :

11, Mcningkatkan kualitas SDM dan Sarana-prasarana Dinas
Perhubungan;

2, Terbangunnya manajemen transportasi dan lalu lintas yang
berkelanjutan guna mewujudkan stabilitas masyarakat dan
pertumbuhan ekonomi yang baik:

2. Terciptanya tatanan transportasi lokal yang handal guna
mendukung pengendalian tata ruang daerah;

4. Tersedianya sarana-prasarana perhubungan YANG
representative;

3. Terwujudnya kepemerintahan yang baik berbasiskan e-

government;
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6. Terselenggaranya deseminasi transportasi nasional dan
daerah secara baik dan merata;

7. Meningkatkan kualitas pelavanan jasa perhubungan;

4. 2.Tujuandan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4. 2. 1. Tujuan Strategi SKPD
Dari visi dan misi yang telah dirumuskan Penyusunan Renstra
Dinas  Perhubungan, Kabupaten Solok tahun 2016-
202 1menetapkan tujuan strategi sebagai berikut :
I. Mcwujudkan Tata kelola Pemerintahan Lokal yang baik dan

bersih di Kabupaten Solok

hJ

Mewujudkan Kaapabilitas dan Kualitas Pejabat dan SDM
Aparatur Pemerintah.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
4. Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
5. Peningkatan Rehabilitas/Pemeliharaan Rambu-rambu lalu
Lintas.
6. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Berlalu Lintas
di Jalan Rava.
7. Peningkatan Pelayanan Dibidang Angkutan
4. 2. 2. Sasaran:
Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pehubungan Kabupaten Solok
scria tujuan yang telah dikemukakan diatas maka sasaran dari
pembangunan bidang Perhubungan meliputi :
1. Tersedianya SPM dan SOP dalam Pelayanan Publik dan

Pelayanan Administrasi.

L]

Tersedianya SDM yang handal di Dinas Perhubungan dan

Meningkatnya Kapabilitas dann Kuantitas Pejabat dan

Aparatur Dinas Perhubungan.

3. Tersedianya Kantor Dinas Pehubungan Kabupaten Solok
vang lavak pakai.

4. Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas;

5. Terlaksananya pengadaan Pagar Pengaman Jalan Pada

dacrah Tikungan yang curam dan tebing yang terjal.
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~I]

Tersedianya Sarana dan Parasarana Perhubungan;
Tertatanya transportasi  lokal yang handal di daerah
(Dokumen Perencanaan);

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang
representative;

Penyebaran sarana dan prasarana secara baik dan merata;

- Mclaksanakan  Penyuluhan Bagi Para Sopir untuk

peningkatan Keselamatan Fenumpang.

- Mclaaksanakan Pemilihan dan Pemberian penghargaan

Bagi Awak Kenderaaan Angkutan Umum teladan;

Untuk Mengetahui tujuan dan sasaran strategi SKPD Dinas

Perhubungan Kabupaten Solok scbagai mana pada table

berilkut :

4. 3. Strategi Kebijakan SKPD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Jangka menengah Dinas

Perhubungan dirumuskan strategi dan kebijakan yaitu :

4. 3.

N

1. Strategi Dinas Perhubungan

* Pengembangan Sistim Pelayanan Untuk Pengguna Jasa
Angkutan.

* Peningkatan Kualitas (ckhnis Sumber Daya Manusia
Perhubungan.

* Peningkartan  Sarana  dan  Prasarana Kesclamatan
Transportasi Lalu Lintas

* Pengendalian lalu Lintas dan Angkutan.

* Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendudkung.

*  Peningkatan SDM Awak Angkutan Umum.,

* Pembangunan Sarana adan Prasarana Angkutan Danau.

* Penyediaan Layanan Angkutan di Daerah Terisolir.
2. Kebijakan Dinas Perhubungan

* Menyusun SOP Pelayanan untuk pengguna Jasa

Angkutan Umum dan Barang.
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Meningkatkan kemampuan tekhnis personil melalui
Diklat.

Mcmbangun dan Mccerenovasi Kantor Dishub.
Meningkatkan Sarana dan  Prasarana kesclamatan
pemngguna transportasi.

Meningkatkan sarana dan prasarana peclayanan
angkutan umum dan din as.

Meningkatkan  kapasilas  dan kemampuan awak
angkutan umum.

Menyediakan layanan angkutan transportasi di Daerah

terisolir.

000000000
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Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
DINAS PERHUBUNGAN 2016-2021

Mewujudkan manajemen rekayasa lalu|Peningkatan ketertiban dan keteraturan lalu lintas % Penur T M . % 5% 5% 5% 5% 5% 5%
lintas Sngikutan fElar % Penurunan kecelakaan lalu lintas
% Kenaikan Load Faktor % 2% 2% 2% 2% 2% 2%
i ibili | - ;
2 _.q_mEc_caxm.: aksesibilitas pelayanan Peningkatan layanan transportasi
transportasi
% Peningkatan kendaraan laik jalan % 10% 12% 15% 18% 20% 22%

Drs PERMANA. MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670810 198809 1 002




BABV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk merealisasikan visi dan misi Dishubkominfo 2016-2021, dipilih

beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan, pengembangan Sistem Pelaporan

capaian kinerja keuangan;

No Kegiatan ’ Out Put indilertos |
9 Out Put |
l. | Penyusunan ’ LKPJ, LPPD, LAKIP, Tersedianya dokumen |
| laporan capaian | Laporan keuangan laporan dan ’
! kinerja, laporan ' bulanan, laporan | terpenuhinya kewajiban |
 keuangan,  dan | realisasi PAD. dan penyampaian laporan ke !
' laporan . Neraca SKI’D. SKPD terkait.
| prognosis
! realisasi ,
| anggaran. ]
i2. f Monev dan | Kegiatan monitoring | Buku hasil Monev dan
| Pelaporan - dikonkritkan dalam | Rekomendasi
| | bentuk scbuah | atasan/pimpinan. .
] evaluasi dan }
L | 7 | dilaporkan.
2. Program Peningkatan Kapasitis Sumber Daya Aparatur
No Kegii{n Out Put Indikator Out Put i
1. | Bintek Terkirimnya | Tercapainya 40 % |
I ' Implementasi aparatur “ aparatur Dishubkominfo |
' Peraturan Dishubkominfo 'yang telah  mengikuti |
' Perundang- untuk Bintek i bintek
_.lundangan ] | e o= nell
3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Perhubungan
No |  Kegiatan | Out Put __Indikator Out Put |
1 ! Pelatihan SDM |« Terikutinya I Adanya SDM yang |
' dalam Bidang | pelatihan [ dilatih sebanyak S |
i perhubungan | pengembangan orang. . |
| SDM Pelaksanaan pelatihan ‘-
| aparatur pengelola |
| | e Pelaksanaan terminal dan Pengujian |

pelatihan aparatur | Kenderaan bermotor
dibidang Terminal,

L . _ | _dan___ Pengujian e B
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T T T e J T

A | Bermotor

4. Pemnﬂkdtz\n barcma Prasamncl A@ratur

P\Io i Keglatan ] Out I;ut [ Indikator Out Put [
1. | Pembangunan Pcmbang,uncm Adanya kantor baru
' | Gedung Kantor | Kantor Baru | Dishub f
. ___ __ |Dishub _ | B |
2. [ Rehab Pclaksanaan | Terl ak%dnan»d re H;igm@ﬂ
' gedung,rumah rechab dan [ pengadaan berbagai ‘
| dinas, robiler | pengadaan ' kelengkapan kerja.

I
l
'dan  pcngadean |J berbagai

kdcnfrkdpah kelengkapan .
_ L kerja, ——— R
D ' Pengadaan | Pengadaan Temedlanya mobil Derek |
Kendaraan - mobil Derck, 1 unit, dan mobil patrol[
: | *  Pengadaan LLAJ 1 unit. .
L | mobil patroi ]

S. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

!_No [ Kegiatan f Out Put ' Indikator Out Put J
] Pengam man lalu [Pelaksanaan piket | Keamanan dan |
| lintas  angkutan | pengamanan jalan kenyamanan masyarakat¥
I‘jdléll1 raya | raya pada fasilitas- | dan pengguna jalan raya |
| khususnya pada | fasilitas umurm ‘
fasilitas umum | dan [asilitas r
dan atau fasilitas | pemerintah:
| pemerintah. o o
2. { Pengadaan rambu i Pengadaan rambu Berkurangnya angka‘
jalan, Marka | jalan, Marka jalan, | kecelakaan
| jalan, APILL, dan | APILL, dan

| Tatanan Tatanan teraplikasikannya
| Transportasi Lokal | Tataralok.

| (Tatralok). Shae aume

| .
| Transportasi

i pengaman jalan. _{-E@gaman jalan,
_L Lokal (Tatralok). |

' | Penyediaan Penyusunan Ada dan ]
|

6. Program Pembangunan Sarana-prasarana perhubungan

No | ) _I{gg_{i&an ] Out Put ‘ Indikator Out Put |
‘vh_f_Paléac{aetm | Pemb(mguna:‘ f Mak31ma]nya pclayanan
kelengkapan lerminal  barang | | dibidang perhubungan
| sarana prasarana ' dan orang, halte, |
' perhubungan dan | rest area, i
Lo lLLAJ " dermage, dil | |
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7 Progtam pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan

| No Kegiatan i Out Put I Indikator Out Put |
1. | Pembangunan | Pembangunan Terbangunnya dermaga |
Prasarana dan | dermaga, rest | danau singkarak dan |
| Fasilitas area dan fusilitas | Danau Diatas utk |
| Perhubungan ' parkir ! operasional Bus  air, |
’ ! / gedung kantor dinas, |
‘ _ rest areca dan [asilitas |
- F— 777777 L _ | perparkiran ]
2 | Pc,mn”k an | Penyvediaan lTersedlan}a Per bup dan |
- Pengelolahan . regulasi | Perda lentang |
 Terminal Angkutlan  operasional Bus | | operasicnal Bus Air
Sungai, Danau  Air
| dan .
— IPcnyebexcmg_cm_gﬁ_ o _5
3. | Peningkatan Penvediaan B(,ropcrabm\a lerminal
J | Pengelolahan kebutuhan secara baik !
Terminal Angkutan | operasional |
| lDarat _ | Terminal
8. Program Rchabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
[No_ Kegiatan —__TJout Put _m:f Indikator Out Put
1. Rehablhlas / | Pemeliharaan Representatifnya
| pemeliharaan peralatan Keur peralatan keur.
i | Sarana Alat
Pengujian
| Kendaraan
- ‘ | Bermotor — ] —
2, | Rehabilitas/ 1 Rehdp Gie dung | Represemaufnva gedung |
| Pemelh. | Keur keur  sebagai tempat
| Prasarana  Balai | pelayanan cek kelayakan !
. Pengujian | kendaraan.
' Kendaraan | |
Bermotor ] ! J
3. | Rehabilitas / | Rehap dan | Tertata dan scmakin |
' Pemeliharaan | penataan terminal | representatilnya sarana [
| Terminal /| prasarana terminal |
| Pelabuhan ’ ;Sumani Alahan Panjang |
L i | | dan Surian. |

9. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

_’Wo__ | Kegiat an

Out Put

Indikator Out Put E

I. | Pelaksanaan Uji
Berkala dan uji
__Lpetik  Kendaraan |

Operasional
PKB
pemeriksaan
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laik

UPT
dan

Terjaminnya kelayakan
operasional angkutan |

orang dan barang di kab. |




Bermotor

jalan
| lebaran.

angkutan

Solok

10. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

No. Kegiatan Cut Put Indikator Out Put 1‘
1. | Kegiatan Pelaksanaan Tingkat kesadaran
Penyuluhan/ pembinaan masyarakat,sopir/juru |
pembinaan Bagi Para | dalam bentuk | mudi menjadi lebih |
Sopi/juru mudi, | penyuluhan, baik. f
pengusaha angkutan | sosialisasi, |
dan masyarakat | razia,dll ‘
untuk peningkatan
Keselamatan .
|| berlalulintas. |
2. | Kegiatan Pengawasan | Penyediaan Tersedianya mobbil |
Peralatan Keamanan | mobil Derek Derek ?
dalam Keadaan
Darurat dan
Perlengkapan
Pertolongan Pertama - N
| 3. | Pengumpulan dan | Penyusunan Tersedianya data base
1 | Analisa  Data Base | Data Basc perhubungan
|| Pelayanan Angkutan | - kabupaten Solok
4. | Pelayanan  Perizinan | Pelayanan Terselenggaranya i
di Bidang | perizinan pelayenan perizinan |
__{ Perhubungan o angkutan
d. | Sosialisasi rambu | Sosilisasi
lalulintas rambu lalu
lintas  inelalui
| media |

pendidikan dan
media masa

Untuk lebih jelasnva kita linat tabel 5.1 berikut ni;

O00000000000000
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Tabel 5.1,

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan )
Unit Kerja
Indikator Kinerja SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Progam  (Outcome) = P Lokasi
dan Kegiatan (Income) 20 021 Kondisi Kinerja pada akhir [*""3"99
2016 2017 2018 2019 20 2 periode Renstra SKPD @ Jawab
T
Target Rp Target Rp Targe Rp Targe Rp Targe Rp -”ﬂn Rp Target Rp
xx 01 in i KAR
= Pragram Eelayanan Administaal 378,557,644 435,341,291 500,642,484 575,738,957 662,099,685 761,414,638 3.313,784,599 | DISHUB
Perkantoran ¥ . 2 L . ¥ { L SOLOK
or| 25 Meningkatnya
Memngkatkan = Pelayanan Adminisirasi Peckantoran |0 o e 378557644 | 100% 435341291 | 100% [ 500542484 | 100% | 575738857 [100% | 662009685 [100% | 781414638 | 100% 2,935 236,955
Tata Kelola pelayanan administrasi
Acministras xx | xx | 02 Program peningkatan sarana dan 269,900,000 4822975000 270,171,250 310,696,938 447301478 410,896,700 6,097.041,365 msHUB .‘c-w
Perangkat Daerah prasarana aparatur SO
vang Bak xx | xx |02 35 Terpeliharanya  sarana
Pemeinaraan (utinfberkala . saranalgan prasarana aparatur 146,000,000 100,000,000 115000000 | 100%| 132250000 | 100% | 152087500 | 100% 499,337,500
dan prasarana aparatur
o | oxx | 02| 47 Tersedianya sarana dan|
Pengacaan sarana dan prasarana|prasarana aparatur — £,500,000/000 4500.000.000
aparatur terbangunnya  Gedung ! . :
Baru Dishub. .
Pengadaan Komputer |4 bh 41,400 000 90 000,000
#rka12.Cedvng 100% 57.500.000 66 125 000 76043750 87450113 337 119063
il ) 1 " i B droca s 4rccad £ roda < roda < 52a 4 rocad
s 1m, O .., ' p 12 roca 7250006 |TFrocad 95,881,250 |2 12 110,265 438 |+, 12 TZBECZ Y53 |2 . 145,823,356 |12roda 2 SHZ.A6 037
“enaeraan DinasiOperasional 2 roda 2 ey 2 o
Pengadaan Mebeleur Tersechanya Mebeleu 100% 100,000 000 100,000,000
Pemeiharaan  Ruun  Berkala[Terpelibaranya 4000000 | 100% 4,600,006 5,290,000 5,083,500 6,996,025 8045429 31014954
Mebeleur Mebeieur ’ - i i . i 3
Terpehharanya
Pemoifarann, = Ruba  Genlalal i dan| 4000000 | 100% 10,006 000 11,500,000 13,225,000 15,208 750 17,490,063 67,423,813
Peralatan dan Perengkapan Kantor
_un._namrn.mv: Kantor
i 8
| 2 98 ”.mo-..-.s paningkatan: disiplls 77,600,000 164.240.000 188,876,000 217,207,400 249,788,510 287,256,787 1ieagsaer | pisHus [ S0
paratur = e
0
- o Pengadaan pakaian kera lag angan g
T ‘engadadn Paraian Cinas becena) lerseoi Pakan s ; G 10K
ponpackn Phelin Dinds Bitga]leeonny  Pan) 77600000] 92 stel as, 32stell 102626000 (92 stel] 118019900 |95 wet| 135722085 | TP 156,081,318 | 100 stet 501,690,103
Perengkapaniya Chnas Hanan (POH) b
| x| 03| 0% [Pengadaan pakaian khusus han-han|Tersecuanya — Pakaian 92 stel 75.000000 [92 stel| 86,250,000 |92 sted 99.187,500 |95 stelf 114085625 | '% | 131175469 | 100 ste 505 678,594
tertentu Cnfsga(Taining) | [ 00 ] 7R TR stel
el I (R F Ferngkatan asionn anaratur .m Hindanya Palcaian
2nas Hanan (POH) =
B foax 108 P ingkatan hapasia E]
[RAm PANNEA AN “Kapmkiag 40,000,000 100,000,000 115,000,000 132,250,000 152,087,500 174,900,625 714,238,125 | DisSHUB P
sumber daya aparatur SOLOK
i L L Tersedianya  aparatur|
Bimb) tekn: implementasi| "9 mamii
i ey 3 » i u.“.__ 12! kemampuan dorg 40,000,000 | 5org 100,000,000 | 5 org 115.000.000 | 5 arg 132,250,000 | 5 org 152,087,500 | 5 org 174,500,625 | 290rg 714,238,125
PR RN cAng:tndang adminisirasi dan teknis
dibidang Perhubungan
xx | xx | 06 ¥
Program peninghatan B
pengembangan sistem pelaporan 13,050,000 15,000,000 19,375,000 26,531,250 34,010,938 41,882,578 149,829,766 | DISHUB SOLOK
capaian kinerja dan keuangan
w | oxx | 06| 01 Tersechanya laporan 6 5 8 6
Penyusunan laporan capaian kinerjajcapaian kinerja  dan 6 36
5,000, ,000,000 | Lay 20,000,000 ,500,000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  |ikhlisar realisas: kinerja 2,000,000 Laporan 4,500,000 rnpﬂo.. L0 _.uu“_v._oq 36,909,000 —u-m_v._? 13,000 ruﬂoq Laporan Bt
SKPD




Pemilihan Ao pemberian Lci_m._. terlaksananya —
hargaan pelajar pelopor pemilihan petajar| 1 kah
parg ; pelopor
19| xx [ 17| 13 1500 1500 144,361,000
Fasilitas  Penzinan  di Bidan seaedony izn, zin, 1500 1zin
9 Pengurusan Penzinan d 23,438,300 100% 44,361,000 0 1 thn 25,000,000 = 35,000,000 5 40,000,000 g
Perhubungan 6250 6250 6250 keur
bidang perhubungan
keur keur
19 | xx | 17| 15 |Kegatan Pemilihan dan Terdapalnya  sopifjuru
Penghargaan SopirfJuru Mudiawak
kenderaan angkulan T T ey 18,577,300 |3 Orang 25000000 |30ranf 30000000 [30ran| 32530265 |30rg| 25000000 [301) 40000000 30rg 162,530 265
Kabupaten salok
Penyuluhan bagi Para Sopir Juru|Tersuluhnya Para Sopir
Mudi untuk peningkatan [Juru Mud: untuk
Keselamatan Penumpang peningkatan
Keselamatan
W o |19 01 Terdapatnya rambu-
rambu petunjuk
Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas| pemberitahuan, 20 unit 180,819,540 | 150bh 300,000,000 | 150bh 345,000,000 | 150bh 396,750,000 1180 by 456,262,500 | 200 bhy 524,701,875 [ 200 bh 2,0c2,7114,375
penngalan dan larangan,
lahn
03 Tersedianya Pagar
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Pengarman Jalan 90 m 181,896,000 | 200m 400,000.000 | 200 m 460,000,000 | 200 m 529,000,000 | 250 m| 608,350,000 | 250 m 699,602,500 | 250 m 2 £96 952 500
Pembuatan Papan Trayek dan tand [Ny PAPAN 153 bh 6,357,000 | 182bh 7.310.550 [182 bh 8,407,133 [182 bh 9ges.202 | 12 n.aisaa | 182 12,786,198 | 182 bh
trayex dan tan( bh bh
19 ] w | 19 Pelaksanaan Up Pebik Kenderaan|leriaksanan Penertban
1000 1000 1000 1000 1000 s 1500 1500
W, 2 125 7
rmna.:n_n: _”__n_anmﬂm: yang Way Kond 10,000,006 keid 20,000,000 Kénd 3,000,000 xend 26,450,060 e 30,417,500 ed 34,980, 12! Ko 134 847 625
u, Juli 2017
KEPALR DINAS PERHUBUNGAN

EQDY PERMANA. MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670810 198809 1 002




BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD
Berdasarkan Permen PAN Nomor 09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi

Pemerintah,

memiliki indicator kinerja.

bahwa sctiap organisasi perangkat daerah diwajibkan

Dari jabaran visi, misi, yang kemudian

diterjemahkan kedalam program kegiatan selama lima tahun, maka

berikut INDIKATOR KINERJA Dishub untuk kinerja 2016-2021:

| Bidang | Target Kinerja Indikator Tal}un . |
| o | Tugas B Realisasi
A. | Sekret | Terlaksananya
: Pembangunan .
ariat Godiing Bary qu bamgun_an Gedung 2018-
= Dishubkominfo. 2019
} j’l‘crsccliamyu SDM g?};lf:likhanslfﬁa bPelat:han ‘ :;)2(())]261
| ' DISHUB 1Bidang Perhubungan
| |
| | o Tersedianya mobil
i Dcrek  kapasitas 40
i | Ton,
i T L mosesima mobi | 200859 |
| i pecngawasan sarpra
| l lalin.
| B. | Bidang | Pecmenuhan » Terpasang minimal | 2016 s.d |
| Kesela ' keterscdiaan 1.500 bh rambu se|2021
matan | rambu, marka, Kab. Solok
| APILL dan | e Tersedianya 2  buah
| pengaman jalan. APILL
e Terpasang pengaman |
i Jalan sepanjang 1.000 ;
' m.
[CBidang | Pencriiban Izin | Pemenuhan targst PAD | 2016-
| Angkut | Usaha dan 2021
: -an - Operasional 100% angkutan orang/ ‘ ,
J  Usaha angkutan | barang yang ada di| i
i | barang/orang Kabupaten Solok
} | milik masyarakat | memiliki izin yang
! L i lengkap. 1
' - Beroperasinya * Terbangunnya 21 2018-
Bus Air di Danau| Dermaga  di Danau 2021

Singkarak
_|.anau Di Atas

dan |

.

Singkarak

54



e Terbangunnya 2
Dermaga di Danau Di
Alas

¢ Beroperasinya Bus Air

dan bermanfaat bagi

masyarakat

[

\
+

! Tersedianya
' Tatralok
. Penataan

' a ngkutan umum

Penyusunan Data

Tatralok

* penyusunan penataan

jaringan trayek
angkutan
* penvesuaian jmlah

armada,

Terscdianya 1 paket | 2016
e c¢valuasi trayek 2016 sd
2021

Terscdianya

data base?b]f) s.d

Basc perhubungan di Kab. | 2021
| Solok ,
i Bidang @ Penertiban/penga | Pencrtiban/pengamanan | 2016-
; Lalin manan lalu lintas | lalu lintas khusunya | 2021
| pada  fasilitas umum |
i masyvarakat, fasilitas |
| pemerintah dan  pada |
f o acara-acara daerah | |
Pembangunan/Pe | ¢ Pembangunan/Pemel. | 2018 ’
| ' meliharaan dermaga  di danau | s.d
| sarana-prasarana singkarak dan danau | 2019 |
- perhubungan. di atas. !
¢ Pcmbangunan rest | 2018 dan |
area bagi pengguna | 2020 !
jalan i‘
| ¢ Pcmeliharaan 1]
ecdung PKB, terminal
dan  gedung kantor ]
. - 1 dermaga. |
“Penanggulangan | e Pembuatan laporan | 2016-
| dan penanganan kejadian  kecelakaan | 2021
kecclakaan dan evaluasi |
- | kerawanan =0
- Penataan | « Kerjasama t 20 6=
perparkiran pengelolaan 2021
pcrparkiran dengan
pihak ketiga
(pengurus pasar dan
e | pengusahal) .
000000000
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Tabel 6.1.
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

i .nwm.r i i ._C.v,“ 3 ,_.r,..-, # = <3 a1 2 Umv T 3 g {i i e o ‘,«uu...w B P e i3 s ,, ;amwﬂ.;._.v{\. _‘...
! _ o ik
1 0 0
2 3 4 5 6 7 8 9
1 ﬂum_..a.wm%mmd mmﬁm:m dan prasarana penunjang o 60 62 65 70 -5 80 a5 85
fasilitas transportasi
Koto Ba Juli 2017
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BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2016-2021
dilaksanakan selama 5 tahun kedepan. Kegiatan-kegiatan yang belum
terakomodir dalam renstra ini jika dipandang perlu dan mendesak
maka akan dilaksanakan sebagal pclengkap dari target kinerja dinas

sebagaimana vang tclah disusun.

Atas dasar itu, maka keberadaan Restra inj merupakan satu hal
penting dalam pelaksanaan kinerja dinassekaligus sebagai alat kontrol
bagi daerah di dalam mengawal upaya pencapaian visi dan misi
pemerintah Kabupaten Solok untuk S tahun yang akan datang
khususnya dalam urusan perhubungan. Target-target kinerja dinas
untuk 5 tahun tahun yang akan datang sengaja dibuat sedikit

menantang.

Agar pelaksanaan kegiatan selalu pada jalur yang benar, maka
pelaksanaan Renstra perlu dimonitoring dan dievaluasi secara periodic.,
Rapat kerja evaluasi pencapaian target-target akan dilakukan pada
setiap bulan,triwulan dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD.

Demikianlah Rencana dan Strategi (RENSTRA) DISHUB Kabupaten
Solok Tahun 2016-2021 disusun sebagai tindak lanjut dari kebijakan
pclaksanaan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPIJMD) Kabupaten Solok.

Koto Barwyf'14 Jebruari 2017
KERAL pINAS,

DRS. DEDDY PERMANA, MM
NIP. 19670810 198809 1 002




